
 
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR    35    TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 29      

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2019  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

 

Menimbang   : a. bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur Tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 

903/18.885/201.5/2019 Perihal Pagu Anggaran 

Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada 

Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan 

penganggaran pendapatan dan pengalokasian belanja 

pada program kegiatan dari Bantuan Keuangan 

Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

b. bahwa dalam rangka penyetoran selisih perubahan 

iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang 

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk 

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran 

Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan 

Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 

maka perlu dilakukan penganggaran pendapatan DAU 

Tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi 

Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih 

Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang 

Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 

Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden 

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 

Nasional terdapat perubahan besaran iuran bagi 

peserta bagi PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk 

yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sehingga 

perlu pengalokasian DAU Tambahan; 

d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

364/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima 

Anggaran pada Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi 

dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 

dan Naskah Perjanjian Hibah BOS Afirmasi dan BOS 

Kinerja antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala 

Satuan Pendidikan Dasar Kebupaten Situbondo Nomor 

972/6403.32/101.1/2019 guna memenuhi kebutuhan 

program Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat 

terlaksana sesuai dengan Program Kerja yang telah 

disusun berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tanggal 13 

November 2019 Nomor 900/10702/431.201.1.3/2019 

Perihal Permohonan Perubahan Anggaran perlu 

dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sesuai dengan program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan angka Romawi V Nomor 

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2019, terhadap Program dan kegiatan yang 

dibiayai dari DBHCHT yang bersifat earmark, DBH-

SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam 

rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK 

Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan 

Infrastruktur, untuk provinsi Papua dan Papua Barat, 

Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan 

Keuangan yang Bersifat Khusus dan Dana transfer 

lainnya yang bersifat khusus dan dana transfer 

lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta 

pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat 

dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup 

tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat 

dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah 

tentang Perubahan APBD sedangkan untuk program 

dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang 

sudah ditentukan peruntukannya serta pelaksanaan 
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kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak 

lainnya  diterima oleh Pemerintah Daerah setelah 

penetapan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD, 

penganggaran program dan kegiatan dimaksud 

dilakukan dengan mengubah Peraturan kepala daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2011 tentang 

Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis 

Belanja dan Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek 

Belanja dalam Obyek Belanja pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, 

pergeseran anggaran setelah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah ditetapkan dilakukan dengan cara 

mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan 

dalam rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 

maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf 

e dan huruf f, dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Situbondo tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

                                    

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – 

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5409); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5239) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat 

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1972 Nomor 38); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil  Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor  4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 
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27. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 

2019; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 

2018; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 574); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 

2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 701); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 
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36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum 

Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan 

Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang 

Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10    

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2016 Nomor 10); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4  

Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2019 Nomor 4). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN  BUPATI SITUBONDO NOMOR 29 

TAHUN 2019 TENTANG  PENJABARAN  PERUBAHAN 

ANGGARAN    PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai           

berikut : 
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Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019  setelah perubahan sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan 

a. Semula   Rp 1.807.438.642.321,99 

b. Bertambah   Rp      21.099.840.000,00 

Jumlah Pendapatan  Rp 1.828.538.482.321,99 

Setelah Perubahan   

 

2. Belanja 

a. Semula   Rp 1.952.459.931.936,75 

b. Bertambah   Rp      21.099.840.000,00 

Jumlah Belanja  Rp 1.973.559.771.936,75 

Setelah Perubahan  

 

Surplus/(Defisit)  Rp    (145.021.289.614,76) 

3. Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan  

a. Semula   Rp   145.021.289.614,76 

b. Bertambah   Rp                            0,00 

 Jumlah Pembiayaan  Rp   145.021.289.614,76 

Setelah Perubahan  

 

Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula   Rp                            0,00 

b. Bertambah   Rp                            0,00 

Jumlah Pembiayaan  Rp                            0,00 

Setelah Perubahan  

 

Pembiayaan netto  Rp     145.021.289.614,76 

 

Silpa Lebih Pembiayaan Rp                            0,00 

Anggaran Tahun  

Berkenaan  
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal  11 Des 2019       

BUPATI SITUBONDO, 

 

 

 

DADANG WIGIARTO 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 11 Des 2019 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

 

 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 35 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


